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INSEI.ITIF PEMUNGUTAN PAJAK DAEMH DAN RETRIBUSI DAERAH
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:1.

2.

Bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan
lnsentf Pemungutan paJat( Daeran ctan Retnbust Daerah, maKa periu
mengatur Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lGbupaten Temanggung;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Tbta cara pemberian dan
Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Dalrah dan Retribisi Daerah
Kabupaten Temanggung.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam I ingkunga n propinsi Jawa Gngah;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 19g9 tentang penyelenggaraan

legara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, t(olusi oah nrep6tisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor43g9);

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

fgryndano-undangan (Lembaran Negara Republik'Indonesla Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negbra Republik Indonesia
Nomor4389);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Dae.rah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor. lzs,
Tambahan Lembara.n 

. Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaima!'ra telgl pebegry kail diubah terakhtr dengan undang-
undang Nomor t2 Thhun 2009 tentang perubahan tGdua ius unoan6-
undang Nomor 32lbhun 2004 tentang pemerintah Daerah (r-embarj,n
Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nom or sg,Tambahan Lembann
f',Iegara Republik Indonesia Nomor 4g44) ;

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan lGuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia lbhun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'lbhun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tbhun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s78);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lbhun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentarlg nemUagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenintah Daerah Proplnsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi KewenanEan Pemerintah Kabupaten lbmanggung
(Lemba ran Daerah lGbupaten Tema nggung Tahun 2008 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7lbhun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Lembaran Daerah lGbupaten TEmanggung Tahun 2008
NomorT);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tbhun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah lGbupaten ltmanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagainnana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSIGN:

PEMTURAN BPPATI TENTANG TATA CARA PEMBERtrAN DAN PEMANFMTAN
INSIHIIF PIMUNOUTAN P$AK SAHNAH NAH NMI;I,TI DAHAH
I$BUPATEN TEMANGGUNG.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati iniyang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah KabupatenTemanggung;

2. Pemerinta h Daerah adalah Pemerinta h lGbupaten Tdrna nggung ;

3. Bupati adalah Bupati Ternanggung;

4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontrlbusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan iioai
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk-keperluan
Daerah bagi lebesar-besarnya ;

5. Retrlbusl Daerah,,yang selanjutnya disebut RetribusH, adalah pungutan,
Daerah sebagal pembayaran atas Jasa atau pembelian lzin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah uhtu[
kepentingan orang pribadi atau badan;

6. Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut
Insenti{, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutln
Pajakdan Retrtbusi;

7, Instansi Pelaksana, Pemungutan pajak dan/atau Retribusi, yang
selanJutnya disebutlnstansl, adalah satuan kerja perangkat daerah vang
memiliki. tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak
dan/atau Retribusidan satuan kerja pengelola keuangan daerah;

8. Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan tn,ilaldari penghlrnpunan
data obJek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besalnya paJak
atau Retribusi yang terirtang sampai kegiatan penagihan FaJak atau
Retribusi kepada, wajib paJak atau wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya;

9. Pihak lain adalah oftrng atau badan yang membantu Instansi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Makud dan Tujuan Peraturan Bupati adalah :

a. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

b. Mewujudkan Pemungutan Pajak dan Retribusiyang dilaksanakan secarabaik; 
I



c. Mengatur pemberian dan pemanfaatan Insentif berdasartan asas' 
kepaiutan, kewajaran, rasionalitas dlsesuaikan dengan besanrya

ta ngg ung jawab, liebutu ha n, serta ka raKeristi k dan kondisl daerah'

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi;

(2) Insentif sebagaimana dimaksud, pada ayat(1) dibayarkan kepada : '

a. Pejabat dan Pegawai Instansi;

b. Bupati;

c. WakilBupati;

d. Sekretaris Daerah;

e. Pihak Lain. l

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Instansidapatdiberi Insentif apabila mencapai kinerja teftentui

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dimaksudkan

untuk meningkatkan:

a. Kinerja Instansi;

b. Semangat kerja bagi pejabatdan pegawailnstansi;

c. PendaPatan Daerah; dan

d. PelaYanan kePada masYarakat.

(3) Pemberian Insentif dlmaksud pada ayat (t) dibayarkan setlap trlwulan

pada awal triwulan beri kutnya ;

(4) Dalam hal, target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk

triwulan tersedut dibayirkan pada awaltriwulan berikutnya yang telah

menca pa i ta rget kinerja triwu lan ya n g ditentukan ;

(5) Datam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak

tercapai,'tidal membitalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk

triwulan sebelumnYa.



Pasal 5

(t) pemberian Insentif pada setiap triwulan dapat dilakukan pada triwulan

berikutnya, apabila penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana yang

ditetapkan di'dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

berkenaan, serendah-rendahnya telah mencapai :

a. Sampai dengan triwulan I : 20o/oi

b. Sampai dengan triwulan II 
"40o/o;c. Sampai dengan triwulan III :70o/o;

d. Sampaidengan triwulan IV :100 o/o.

(2) Khusus untuk triwulan IV manakala sebelum akhir tahun anggaran

penerimaan Pajak dan Retribusi, sebagaimana yang ditetapkan di

, dalam Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah tahun berkenaan

telah meniapai 100o/o (seratus perseratus) maka Insentif dapat

diberikan pada triwulan bersangkutan'

BAB V

. BESAMN INSENTIF

Pasal 6

(1) Anggaran Insentif ditetapkan sebesar 5olo (lima perseratus) dari

anggaran pendapatan Pajak dan Retribusl 'dalam tahun anggaran

berkenan untuktiap jenis Pajakdan Retribusi;

(2) Anggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

dit6tapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah tahun

anggaran berkenaan;

(3) pemberian Insentif untuk Pihak Lain merupakan bagian dari besaran,

Insentif sebagaimana dimaksud pada arct (1) Pasal ini dan ditetapkan

sebesar 100/o (sepu I u h pe rseratu s) da ri besaran Insentif.

Pasal 7

Imbangan Insentif yang diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana

dimakiud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

berdasarkan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1).

BAB VI

PENGAN GGAMN, PEI-AKSANMN, DAN PE RTANGGUNG]AWABAN

Pasal 8

(t) Kepala Instansi menyusuri penganggaran Insentif berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1);

(2) Pengangsuran Insentif Pemungutan pajak sebagaimana dimakud
paOi ayit (1) pasal ini dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung

ying diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obJek belanja

Insentif Pemungutan Pajak, sefta rincian objek belanja pajak;



(3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dlkelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang
diuraikan berdasarkan Jenis belanja pegawai, obiek belanja Insentif
Pemungutan Retrlbusi, serta rlncian objek belanJa Retribusl.

Pasal 9

Datam hal target penerimaan PaJak dan Retribusl pada akhlr tahun anggaran
telah tercapal atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
pada tai-rui'r 6irgg6i'6ii bei'kei'raai-r, pei'fibei'iai-r ii-rsei-riif rjiiiei'ikan parja tahun
anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

trasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-unda nga n

BAB VII
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 11

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010
dan dilakukan sesuaiketentuan Peraturan ini.

BAB VIII I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-halyang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada, tangEal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan BupaU lni dengan penempatann)a. dalam Berlta Daerah
aa-L. ---L-- 

-----.-.iGDupaten i Eiirtsfi $$Ui-r!.

Ditetapkan di Temang gung
pada tanggal I Desember 2010

BUPAIf TEMANGGUNG,
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Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAEMH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

rJ
LLIJ

BAMBANG AROCHMAN

BERTTA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAH UN 20 1 O NOMOR 54


